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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPAT! JEPARA
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI

BAG| GURU PEGAWAI NEGER! SIPIL DAERAH
DX LINGKUNGAN PEMERINT AH KABUPATEN JEPARA,

TAHUN 2011

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT| JEPARA

@ bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pedeman Umum Dan Alokasi
Tunjangan Profesi Guu Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daersh (PNSD)
merupakan bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan
dalam Anggarn Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011

bahwa daam rangka pembayaran lunjangan profesi gury
sebagamana dmaksud pada huruf g peru menstapkan
Peraturan Bupaii tentang Pemberian Tunjangan Profesi Bag
Guru Pegawai Negeri Sipi Deerah (PNSD) d lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan

Qaerah-deerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
hdonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1905 (Lembaran Negara
Republik Whdonesia Tabun 1888 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3890},

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republk lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4286):



4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Penddikan Nasional (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Repbulik Indones a Nomor 4437)

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republtk
indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik indonasia Nomoer 4355);

6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republ k Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemaerintahan
[aerah (Lembaran INegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indones.a
MNomor 4437} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahyn
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran [Negara
Repubkk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor
1268. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

10.Peraturan Pemerintah Nomoy 7 Tehun 1877 tentang Peraturan
Ga] Pegawai Negen Sipit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3088), sebagaimana tekah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaj Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubii
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Noror
184, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar
494 1);

14 Feraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2009 tantang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, seta Tunjangan Kehormatan Profesor {Lembaran
Negara Republik ihdonesia Tahun 2008 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor S018);

15.Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006
lentang  Pedoman  Pengefolaan  Keuangan  Daerah
sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah

16. Peraturan Menteri Pendi dikan Nasional Nomor 38 Tahun 2009
tentang Femenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan
Pendi.dkan

17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK_07/ 2011 tentang
Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah kepada daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota tahun Anggaran 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010
ltentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2010 Nomor 25),

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
PROFESI BAG GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Di

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN
20M

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengen -
1. Daerah adalah Kabupatan Jepara;

2. Pemenntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah:



3 Guu adalah Penddik Profesionsl dengan tugas utama mendidik, meangajar,
membimbing, mengarahkan, meiath, meniai dan mengevaluasi peserta d.dk
P&ds pend dian anak usa dn el pendidikan formal, pend.dkan dasar dan
pandidikan menengah, serta guru PNSD yang diangkat dalam jabatan pangawas.

4. Tuniangan profesi Guru adalsh tunjangan yang dibarikan kepada Guru Pegawai
Negert Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidk dan memenuhi
persyaratan sasuai dengan ketentuan penundang-undangan;

BAB I
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan Tunjangan Profesi Guru ini adalah unytk meningkatkan kinerja,
dispin dan semangat kerja Guru pegawai Negeri Sipil Daerah o Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jeparg

BAB Nl

PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
Pasal 3
{1) Tunjangan profes: Guru dibenkan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD) yang telah memiiiki sertifikat pendidk dan memenuhl persyaratan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kuote Tahun 2008
sampai dengan tahun 2010

(2) Tunjangan Profesi Guru diberkan setara 1 (satu) kali gaj perbulan sesuai
ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlpku.

Pasal 4

(1) Tunjangen Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dbayarkan
terhdung mulai 1 januar 2011 dan dibayarkan secera Triwulan (Tiga bulanan).

{2) Tunjangan Profesi Guru bdak termasuk untuk bulan ke-13

Pasal 3

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dikenakan Pajak penghasilan pasal 21 sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan d bxang perpajakan.



Pasal 6

Tata cwa pembaysren Tumjangan Profess Guru dilaksanakan sesuai dengan
klpniugn yang beriaku.
BABIV
PENGHENTIAN TUNJANGAN PROFESI

Pasal 8

Pengr!enﬁan Tunjangan Profesi Guru diakukan apabila guru penerima tunjangan
profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut -

1. Meninggal dunia.
2 Mencapai Batas Ukia Pensiun.
3. Tuak lagi bertugas sebagai guru atau pengawas.

Tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas 24 jam tatap muka per minggu
atau sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku.

o~

5 Tidk mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang
di paruntukkannya, atau

6 Dengan alasan lain sesaui dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Segala biaya yang tmbu! sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah ¢ Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahum 2010 dicabut dan
dinyatakan tdak berlaku lag.



Pasal 9

Peraturan iri mulss berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan d Jepara

pada tanggal | Juvi 200

BUPATI JEP

—”;’:—F}/—-‘—__‘_.
HENDRO MARTOJ

D undangkan di Jepara
pada tanggal 16 Jum 08

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JEPARA
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